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Abstract

The freedom of every citizen to embrace and carry out worship based on belief and
religion is a constitutional mandate contained in the first precepts and article 29 of the
1945 Constitution. The existence of followers of a belief must receive protection and legal
certainty and receive equal status before the law. However, what is a disclaimer regarding
this is the reality of marriage law in Indonesia when faced with adherents of belief. Article
2 paragraph (1) and (2) of the Marriage Law states that a marriage is said to be valid if it
is carried out based on the laws of each religion and belief. As well as requiring it to be
registered in the state administration. This paper raises the issue of marriage for religious
adherents in Indonesia from two perspectives, namely the perspective of legal politics and
religious politics. This paper was compiled using a descriptive qualitative method with a
legal normative research approach. Data collection uses desk research and annotated
bibliography methods. The findings in this paper show that until now the law of marriage
for adherents of belief still contains polemics in its implementation. Meanwhile, when
viewed from a legal political perspective, the government should requlate and provide
legal certainty for marriages of religious beliefs, both adherents of religious beliefs or
marriages between adherents of beliefs and non-believers as a form of legal supremacy.
However, when viewed from the politics of religion, the existence of a belief system
requires a clear understanding of the meaning of the term "belief".

Keywords: Marriage, adherents of belief, legal politics, religious politics

Abstrak

Kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan melaksanakan ibadah
bersadasarkan kepercayaan dan agama merupakan amanat konstitusi yang
termuat dalam sila pertama dan pasal 29 UUD 1945. Keberadaan aliran
penghayat kepercayaan harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum
serta mendapat kedudukan yang sama di muka hukum. Namun yang menjadi
disclaimer terhadap hal tersebut adalah realita hukum perkawinan di Indonesia
saat dihadapkan dengan aliran penghayat kepercayaan. Pasal 2 ayat (1) dan (2)
UU Perkawinan menyatakan, perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan
berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Serta
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mensyaratkatkan harus tercatat secara administrasi negara. Tulisan ini
mengangkat persoalan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan di
Indonesia ditinjau dari dua perspektif, antara perspektif politik hukum dan
politik agama. Tulisan ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif
dengan pendekatan legal normative research. Pengumpulan data menggunakan
metode desk research dan annotated bibliography. Temuan dalam tulisan ini
menunjukkan, sampai saat ini hukum perkawinan bagi aliran penghayat
kepercayaan masih mengandung polemik dalam pelaksanaanya. Sedangkan bila
ditinjau dari perspektif politik hukum, sudah seharusnya pemerintah mengatur
dan memberi kepastian hukum terhadap perkawinan aliran kepercayaan baik
sesama penghayat aliran kepercayaan ataupun perkawinan antara penghayat
kepercayaan dan non penghayat kepercayaan sebagai wujud supremasi hukum.
Namun jika ditinjaukan dari politik agama keberadaan aliran kepercayaan
membutuhkan pengertian yang jelas berkenaan dengan maksud dari term
“kepercayaan”.

Kata Kunci : Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Politik hukum, Politik Agama

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang dasar 1945 sudah tentu menjamin dan memberi
kepastian setiap hak asasi manusia warga negaranya (Siallagan, 2016).
Dan dengan menerapakan nilai Pancasila, Indoneisa diharapkan menjadi
negara hukum yang dapat mebahagiakan seluruh rakyatnya. Tanpa
memandang status agama, suku, ras dan lainya (Hamzani, 2014). Indra
Rahmatullah menyebutkan jika ditinjau dari hubungan negara dan agama
maka Indonesia dapat disebut sebagai negara religious nation state.
Dikatakan demikian karena Indonesia tidak menganut paham skularisme
dan tidak pula dikatakan negara agama (Rahmatullah, 2020). Karenanya
dalam pasal 29 UUD 1945 pada ayat 2 secara eksplisit memberikan
letigimasi bahwa  setiap warga negara Indonesia dijamin
kemerdekataannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (R. Indonesia,
1959). Hal demikian, merupakan angin segar bagi para penghayat
kepercayaan yang menginginkan keberadaannya diakui oleh masyarakat
dan negara (Viri & Febriany, 2020).

Terbukti pada 2016 penghayat kepercayaan memperoleh legalitas
setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan amar putusan Nomor
97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan kedudukan aliran Kepercayaan
dengan penganut agama resmi dan mayoritas (Farihah, 2020). Secara
automatis aliran penghayat kepercayaan dapat mengganti indentitas
agama mereka serta dapat melakukan pencatatan perkawinan dengan
terlebih dahulu melakukan perkawinan di hadapan Pemuka Penghayat
Kepercayaan(Aulia et al.,, 2022). Putusan MK tersebut juga mempunyai
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implikasi terhadap ketentuan perundang-undang terkait. Seperti UU
Perkawinan, Adminustrasi kependudukan dan hal-hal lain yang
menyangkut pemenuhan hak aliran penghayat kepercayaan (Hamudy &
Rifki, 2020). Tak terkecuali pencantuman penghayat kepercayaan di
kolom KTP yang menurut Hamka Husein Hasibuan merupakan bagian
dari agenda pembangunan dan pemenuhan hak asasi manusia yang
sesuai dengan maqashid syariah ala Jasser Auda dengan konsep hifz al-
din sebagai hak kebebasan beragamn, hifz al-aql sebagai hak pendidikan,
hifz al-nafs sebagai hak keamanan, hifz al-nasl sebagai hak sosial dan hak
ekonomi yang terkandung dalam hifz al-mal (Hasibuan, 2019).

Beberapa peneliti telah melakukan kajian berkenaan dengan
penghayat kepercayaan. Diantararanya, Kristina Viri dan Zarida Febriany
mengkaji tentang dinamika pengakuan negara terhadap terhadap entitas
para penghayat kepercayaan, ia berkesimpulan bahwa berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi (MK), negara mengakui keberadaan para
penghayat kepercayaan secara hukum dan berhak mencantumkan
identitas “kepercayaan” dikolom Administrasi Kependudukan (Viri &
Febriany, 2020). Dari aspek kemaslatan hukum Haris Sanjaya juga
melakukan penelitian berkenaan putusan MK terhadap status perkawinan
antar umat beragama takterkecuali Penghayat Kepercayaan, menurutnya,
putusan MK tersebut mengandung asas maslahah sebagaimana dalam
pemikiran Islam (Sanjaya et al., 2021). Dari aspek adanya hambatan dalam
melayani kelompok penghayat kepercayaan, menurut temuan penelitian
yang dilakukan Sulaiman menunjukkan masih marak kasus penolakan
terhadap penghayat kepercayaan kususnya dalam hal pelayanan
kependudukan dan pendidikan keagamaan.

Bertolak dari beberapa penelitian di atas, dari aspek tinjauan
hukum, problematika hukum perkawinan bagi penganut aliran
kepercayaan di Indonesia ditunjukkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU
perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu”. Pasal tersebut memunculkan disparitas
pemahaman (multi tafsir) dikalangan para hakim. Mejelis hakim MK
memandang norma yang terdapat pada pasal tersebut sudah jelas.
Sementara hakim-hakim di lingkungan mahkamah agung memandang
ketentuan pada pasal tersebut masih belum jelas “multi tafsir” sehingga
meyebabkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan hukum perkawinan
bagi penganut aliran kepercayaan (Sanjaya, 2023). Hukum agama dan
kepercayaan sebagai sahnya perkawinan pada ketentuan pasal 2 ayat (1)
tersebut menimbulkan ambiguitas dalam peraktik perkawinan beda
agama dan keyakinan.

Dari paparan di atas, penulis menemukan problematika hukum
yang serius dalam pelaksanaan hukum perkawinan bagi penganut aliran
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kepercayaan. Misalnya yang pria beragama Islam sedangkan yang calon
wanita penganut penghayat kepercayaan, ataupun sebaliknya. Jika
mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan tahun 1974 atau
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharus pernikahan sebagaimana di
gambarkan pada contoh kasus tersebut dapat dilakukan dan sah secara
hukum sebagaimana dimaksudkan bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Namun pada realitanya (UU. Perkawinan, 2019).

Persoalanya akan menjadi semakin rumit saat persoalan ini
dikaitkan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia mayarakat
penghayat kepercayaan (Budijanto, 2016). Disisi lain, status keagamaan
para penghayat kepercayaan sukar untuk didefiniskan, apakah yang
mereka hayati Islam, Kristen, Katolik atau agama lainnya. Sementara
dalam ketentuan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan
dengan tegas bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” .

Berdasarkan paparan di atas, penulis mencatat bahwa penelitian
yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mesih belum
menyentuh problematika hukum yang penulis kemukakan sebelumnya.
Karenanya penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat
problematika hukum yang dimaksud menyangkut hajat hidup
masyarakat luas khususnya para penghayat kepercayaan ataupun bagi
penganut agama resmi lainnya. Terlebih persoalan pernikahan
mempunyai implikasi hukum yang lebih lanjut dan berpengaruh kepada
beberapa hal penting lainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
memanfaatkan data kepustakaan (Libarary Research). Data penelitian
dihimpun menggunakan metode desk research dan annotated bibliography.
Pendekatan yang digunakan di antaranya pendekatan legal normative
research (penelitian yuridis normatif). Merupakan studi berkenaan asas-
asas hukum. Studi ini menitik beratkan terhadap peranan politik hukum
dalam mewujudkan good governance dalam hal supremasi hukum bagi
kelompok aliran kepercayaan (Zaini, 2011). Pendekatan studi komparatif
dipilih untuk membandingkan sudut pandang hukum perkawinan yang
berlaku di Indonesia dan sudut pandang agama sebagai norma hukum
perkawinan/pernikahan sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 2
ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
(Muhammad Syahrum, 2022). Selain itu penelitian ini juga menggunakan
pendekatan fenomenologi dalam menganalisa fenomena perkawinan
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aliran kepercayaan di Indobesia. Pendekatan fenomenologi menjadi
penting untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat
aliran kepercayaan dan mengungkap makna yang terkandung di
dalamnya(Tumangkeng & Maramis, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Keagamaan Penghayat Kepercayaan

Dasar konstitusi yang mengatur tentang agama secara hirarki
termuat dalam sila pertama “ketuhanan yang maha esa”. Turunan dari
sila pertama tersebut diperjelas pada Bab XI pasal 29 (ayat 1 dan 2) UUD
Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan pasal 29 tersebut, menurut
Rahman Mantu sejatinya sudah sesuai dan terakomodir dalam al-Qur’an (Mantu’ 2018)
Artinya, secara substansial pasal tersebut sesuai dan tidak bertentangan
dengan al-Qur’an. Mengingat dalam al-Qur’an sendiri tidak ada paksaan
“bebas” untuk memeluk agama terntentu, tak terkecuali Islam yang
mendasarkan kebebesan beragama kepada prinsip la Ikraha fi ad-din
(Utami, 2018). Meskipun hal demikian bukan berarti ketentuan pasal 29
tersebut telah sempurna karena masih menimbulkan polemik tersendiri.
Seperti pasal ayat 1 pasal 29 UUD tersebut saat dihadapkan kepada
penghayat kepercayaan. Hal inilah yang menurut Akmal, antara konsep
ketuhanan yang maha esa yang menjadi dasar negara menjamin tiap
warga negara Indonesia memeluk agamanya masing-msing. Problem
pokoknya sebenarnya bermuara pada penutup pasal 29 tersebut, “untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”(Akmal, 2019).

Uraian di atas memunculkan pertanyaan, apakah penghayat
kepercayaan dapat dikatakan sebagai penganut agama? Dan apakah
kepercayaan itu sendiri dapat dikatagorikan sebagai agama sehingga
sesuai dengan koridor ketuhanan yang maha esa pada pancasila. Menurut
temuan Jarmal dkk, penghayat aliran kepercayaan dan kebatinan
memiliki perbedaan satu sama lain, meskipun ada kecendrungan
“kesamaan” dengan agama resmi yang diakui di indonesia. Numun
keberadaan ajarannya tidak dapat dikatakan sebagai agama. Karena
kepercayaan, ritual dan ajarannya satu dengan yang lain berbeda (Arroisi
et al, 2021). Sampai saat ini pengakuan negara terhadap penghayat
kepercayaan di Indonesia masih belum mempunyai ketentuan yang jelas
mengatur semua aspek kebutuhan hidup para penghayat kepercayaan.
Sejauh ini pengakuan terhadap eksistensi penghayat kepercayaan hanya
sampai pada taraf administrasi kependudukan saja (Humaidi, 2020).
Artinya, keberadaan penghayat kepercayaan hanya mendapatkan
legalitas bahwa mereka mempunyai hak di mata hukum untuk
mencantumkan identitas “penghayat kepercayaan”.

Jika ditinjau dari ketentuan hukum yang belaku di Indonesia
sejauh ini masih belum ada ketentuan yang dapat dijadikan rujukan
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berkenaan dengan definisi yang dikehendaki tentang agama. Sila pertama
sebagai asas landasan agama di Indonesia memunculkan bias interpretasi.
Sila pertama tersebut, menjadi payung hukum bagi agama-agama resmi di
Indonesia seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu,
namun diakui atau tidak agama pribumi yang menjadi kepercayaan lokal
di Indonesia semacam tidak mempunyai legitimasi sebagai suatu
agama(Wibisono et al., 2020). Pasal Pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945
secara tegas memberikan kebebesan dan jaminan terhadap warga negara
Indonesia untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan
kepercayaan masing-masing (Hilmy, 2017). Namun menurut hemat
penulis, jika pasal tersebut dihadapkan terhadap realita penghayat
kepercayaan akan menemukan jalan buntu. Mengingat pengahayat
kepercayaan hanya mempunyai kepercayaan akan tetapi tidak
mempunyai agama.

Pasca diterbitkannya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang
megabulkan gugatan judicial review atas UU 23 Tahun 2005 jo. UU 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menimbulkan
dampak yang signifikan terhadap eksistensi penghayat aliran
kepercayaan. Putusan MK tersebut memberikan jaminan hukum bahwa
penghayat kepercayaan di mata hukum memiliki kedudukan yang sama
dengan para penganut agama resmi lainya (Harsyahwardhana, 2020).
Menurut Abd Hannan dalam temuan penelitiannya menyatakan,
“penghayat kepercayaan merupakan sistem dalam berkeyakinan yang memiliki
pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana agama-agama
(resmi)” (Hannan, 2022). Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan
bahwa para penghayat kepercayaan ini adalah golongan yang
mempercayai adanya tuhan yang maha esa sebagai pencipta namun
mereka melepaskan diri dari identitas agama tertentu.

Dalam sebuah studi lapangan yang dilkukan oleh Bashirurrahman
terhadap aliran penghayat kepercayaan yang ada di daerah Malang
(Aliran kepercayaan Sujud Nembah Bekti), ia menyimpulkan bahwa
aliran tersebut bukanlah aliran agama ataupun sekte dari suatu agama
tertentu. Akantetapi merupakan suatu perkumpulan yang berkeinginan
melatih sensitifitas dalam menghayati keberadaan tuhan yang maha esa
(Bashirurrahman, 2022).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, menurut pusat studi agama dan
demokrasi menawarkan adanya definisi tentang agama yang lebih
akomudatif dan terbuka. Pengertian agama di Indonesia sejauh ini hanya
merujuk kepada 6 agama resmi yang ada(Wibisono et al., 2020). Secara
definitif pengertian agama di Indonesia mengadopsi atau bahkan
“menjiplak” model pendefinisian versi barat. Menurut temuan lembaga
tersebut, kesamaan definisi agama yang ada di Indonesia dengan di Barat
hanya berorientasi terhadap prototipe antara Islam sebagai agama
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mayoritas di Indoensia dan Kristen sebagai agama mayoritas di barat
(Maarif, 2017). Namun umumnya definisi yang lumrah dipahami oleh
halayak umum di Indonesia tentang agama ialah, ajaran yang memiliki
kitab suci, adanya seorang Nabi, doktrin tentang ketuhanan yang maha
esa serta mendapat pengakuan dunia internasional (Zaenuddin, 2020).
Departemen Agama Indonesia pada tahun 1952 menetapkan definisi
agama dengan mengajuakan beberapa syarat bahwa agama itu wajib
monoteistik, memiliki sistem hukum yang terkodifikasi bagi pemeluknya,
memiliki landasan kitab suci dan nabi, memiliki pengakuan internasional,
dan jemaahnya tidak boleh terbatas pada satu kelompok etnis saja.
Dengan demikian definisi tersebut mengecualikan etnis minoritas yang
masih menjalankan agama tradisional dan melabeli mereka dalam
kategori “orang yang belum beragama” (Hukmi, 2021).
Dari beberapa uraian di atas, jika ditinjau dari perspektif hukum
Islam keberadaan aliran penghayat kepercayaan ini dapat dikatagorikan
sebagai entitas yang tidak patuh kepada aturan agama (fasik), atau bisa
dikatakan percaya adanya Allah SAW tapi tidak menjalankan ajaran atau
tidak menerima syari’at yang dibawa oleh Nabi Muhmmad. Dalam al-
Qur’an katagori fasik disebutkan dalam ayat 20 surah As-Sajdah. Secara
eksplisit disebutkan, ) )
DT Cise 155 2] 05 e sl ke 158020 o 1500 Wl 0 25l 1 a5l Gl
Ok gy AR Al
Mayoritas ulama tafsir, seperti at-Tabari, Jalaluddin as-Suyuthi dan
yang lainya, menginterpretasikan makna fasik pada ayat di atas dengan
makna kafir (As-Suyuthi & Al-Mahalli, 2003; At-Tabari & Ja'far, 2001).
Dalam tinjauan hukum figh, katagori fisik juga mempunyai ketentuan
yang berbeda. Terlebih dalam hukum pernikahan “figh al-Nikah” terutama
dalam hal menjadi wali nikah. Menurut pendapat yang kuat orang fasik
tidak mempunyai legalitas hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan
(Ibn Husain, 2006).

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Ada dua sinonim kata perkawinan dalam bahasa arab, Zawwaja
(pasangan) dan Nakaha (menghimpun). Namun yang familiar di Indonesia
adalah kata nikah atau pernikahan dan kawin atau perkawinan. Secara
etimologi kata tersebut mempunyai arti ikatan “akad” perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Kbbi, 2016).
Dari dua kata tersebut, yang digunakan dalam bahasa hukum di
Indonesia adalah kata perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan (UUP) di
Indonesia perkawinan didefinisikan sebagai “lkatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 297



Choirur Rois, et al

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha esa” (P. R. Indonesia & BAB, 1974).

Ius constitutum yang menajadi dasar hukum perkawinan bagi
seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, diatur dalam UUP
nomor 1 tahun 1974 junto UU nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UPP
(Wafa, 2018). Selain UUP tersebut, dalam hal terjadinya sengketa di
pengadilan agama berkenaan dengan hukum pernikahan dalam Islam
juga terdapat instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang mengasahkan
KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Mulyawan et al., 2021). Pada pasal 2 ayat
1 dalam UUP tersebut disebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah,
apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. Menurut Novita Lestari, mengomentari ketentuan-
ketentuan hukum yang belaku di Indonesia dalam hasil penelitiannya
disebutkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralisme,
dikatakan demikian karena hukum positif yang mengatur tentang
perkawinan di Indonesia diadopsi dari hukum agama, hukum negara dan
hukum adat perkawinan (Lestari, 2018). Karenanya suatu pernikahan
mempunyai kaitan erat dengan ketentuan hukum agama yang dianut,
ketentuan hukum positif yang mengatur dan budaya adat istiadat yang
berkembang di masyarakat setempat. Ketiganya sampai saat ini menjadi
sitem hukum yang diberlakuka di indonesia (Tengku Erwinsyahbana &
SH, 2022).

Dalam tinjauan hukum agama sendiri terdapat syarat dan rukun
yang harus dipenuhi manakala ingin melaksanakan suatu perkawinan
atau pernikahan. Seperti dalam hukum Islam, kedua mempelai tidak ada
hubungan mahram baik dari jalur biologis (keturunan) atau satu
persusuan serta tidak berbeda keyakinan, adanya ijab dan qobul (akad
pernikahan) dan ada wali dan saksi pernikahan. Dari aspek hukum positif
yang mengatur tentang perkawinan mengakomodir persyaratan formil
dan meteril. Seperti kedua calon tidak dalam keadaan terikat perkawinan
dengan orang lain, memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh
undang-undang yang berlaku, mendapat izin dari istri pertama saat ingin
berpoligami dan perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dua
calon mempelai (Cahyani, 2020).

Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai dimensi problematik
saat dihadapkan terhadap isu perkawinan beda agama atau Aliran
kepercayaan. Karena sejauh ini masih belum ada landasan hukum yang
mengatur berkenaan dengan hal tersebut (Makalew, 2013). Putusan MK
Nomor 24/PUU-XX/2022, perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan. Permohonan diajukan oleh E. Ramos Petege vyang
merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah
dengan perempuan beragama Islam di tolak karena di pandang
bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hukum
perkawinan di Indonesia tidak memperbolehkan pernikahan beda agama
(Ashsubli, 2015). Dalam konteks ini putusan MK tersebut mempunyai
kesesuaian dengan perspektif hukum Islam yang tidak melegalkan
adanya pernikahan beda agama(Asiyah, 2015). Ormas Islam di Indonesia
(Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyyah) dan Majelis Ulama Indonesia
juga berpandangan demikian (Arifin, 2019).

Selain problematika pernikahan beda agama, hukum perkawinan
di Indonesia juga menemukan kekosongan hukum atau rechstvacuum saat
di hadapkan terhadap hukum perkawinan aliran penghayat kepercayaan.
Sampai saat ini masih belum ada satupun hukum yang secara eksplisit
mengatur tentang perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Menurut
Natasya Fila Rais berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap putusan
Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II. Yakni, putusan Nomor
20/Pdt.P/2020/PN Sdw atas permohonan pencatatan perkawinan oleh
pasangan penghayat kepercayaan, permohonan tersebut ditolak karena
belum memenuhi persyaratan formil hukum perkawinan. Menurut
putusan tersebut, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh aliran
penghayat kepercayaan sah menurut kepercayaan mereka namun
perkawinan tersebut belum di katakana sah menurut negara (Rais, 2021).

Praktek Perkawinan Aliran Kepercayaan

Setelah putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang megabulkan
gugatan judicial review atas UU 23 Tahun 2006 juncto UU 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan. Aliran penghayat kepercayaan
mendapat kejelasan dalam pencatatan status agama di kartu identitas
penduduk serta pencatatan perkawinan. Terbukti di tahun 2019, presiden
Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2019
tentang pelaksanaan undang-undang administrasi kependudukan. Dalam
BAB VI dijelaskan alur dari pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat
kepercayaan. Dimana dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1, penganut aliran
penghayat kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan dipandu atau
dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Selanjutnya penganut
penghayat kepercayaan yang telah selesai melangsungkan perkawinan
dapat mendaftarkan pencatatan perkawinan di Dinas kependudukan dan
pencatan sipil paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilangsungkan.
(wawancara Abdul Mufid kordinator relawan Institut Kewarganegaraan
Indonesia Kabupaten Blora, 13 November 2023)

Permasalahan yang dihadapi oleh aliran penghayat kepercayaan
yang ingin mencatatkan perkawinan dipersulit ketika mengurus surat
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pengantar atau meminta keterangan perkawinan dari kantor desa. Hal ini
terjadi, karena kurang pengetahuan dari perangkat desa akan aturan
tentang pencatatan perkawinan aliran penghayat kepercayaan. Seperti
yang terjadi di Kabupaten Blora, terdapat aliran penghayat kepercayaan
sedulur sikep yang masih belum tercatat perkawinanya di dinas
kependudukan dan  pencatatan sipil. Disamping faktor kurang
pemahaman dari perangkat desa juga faktor dari aliran penghayat
kepercayaan yang memandang repot dalam mengurus pencatatan
perkawinan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Aliran penghayat sedulur
sikep memiliki tata cara untuk melangsungkan perkawinan. Pertama
prosesi peminangan atau disebut nontoni yang berarti melihat calon
mempelai serta keluarganya. Dalam prosesi ini diharapkan akan saling
mengerti dan mengenal lebih dengan antar calon mempelai dan kedua
keluarga calon mempelai. Kedua ada prosesi nyuwita, ngawulo, ngenger
yang diartikan sebagai pengabdian calon mempelai laki-laki atau calon
mempelai perempuan selama kurun waktu satu tahun di salah satu
rumah calon mempelai yang telah ditentukan saat prosesi nontoni.
Nyuwita bisa dikatakan sebagai rukun ajaran sedulur sikep untuk
melangsungkan perkawinan. Selama prosesi nyuwita perkawinan belum
sah, karena tujuan dari nyuwita ialah memunculkan kecocokan yang tanpa
paksaan antara calon mempelai. di kalangan sedulur sikep yang berada di
kabupaten Blora, tradisi nyuwita ini sudah tidak dilaksanakan.
Dikarenakan dipandang masyarakat umum atau yang berbeda agama
sebagai hal yang tabu dan bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Ketiga
prosesi paseksen yang akan dipimpin oleh pemuka aliran penghayat
kepercayaan sedulur sikep yang dihadiri oleh semua keluarga besar dari
kedua calon mempelai. prosesi paseksen ini sebagai prosesi akad dalam
ajaran sedulur sikep. (Wawancara Mbah Pram, pemuka sedulur sikep di
Kabupaten Blora, 14 November 2023)

Tinjauan Politik Hukum dan Politik Agama terhadap Hukum
Perkawinan Aliran Penghayat Kepercayaan

Hukum perkawinan di Indonesia jika ditinjau dari aspek politik
hukum nasional, menurut Santoso, menimbulkan ambiguitas berkenaan
dengan hak perkawinan bagi warga negara Indonesia, menurutnya
keberadaan UUP tahun 1974 tidak mencerminkan keadilan terhadap
sebagian warga negara dan cenderung memihak terhadap kelompok
agama mayoritas (Santoso & Fathuri, 2019). Jika dicermati konstruksi UUP
sangat dipengaruhi oleh kedudukan hukum Islam sebagai agama dan
aturan bagi mayoritas muslim di Indonesia. Karenanya konfigurasi politik
hukum Islam secara alamiah berpengaruh tergadap produk hukum yang
dihasilkan(Aseri, 2018). Tidak bisa dinafikan, sekalipun UUP dan
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peraturan yang mengaturnya menjadi dasar hukum perkawinan bagi
setiap warga negara Indonesia, dengan ditopongnya keberadaan KHI,
UUP tersebut semacam lebih memproritaskan kepentingan kelompok
mayoritas “muslim”. Menurut Athoillah Islamy, hal tersebut sangat wajar
sebagai intervensi politik hukum terhadap upaya positikasi hukum Islam
di Indonesia (Islamy, 2019). Jika ditilik dari historitasnya, sejarah hukum
perkawinan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari politik hukum dan
politik agama yang melatar belakanginya. hukum yang ada sekarang
adalah hasil dari perkembangan hukum di masa lalu, dan hukum yang
ada di masa kini merupakan dasar evaluasi bagi perkembangan hukum di
masa depan (Aspan, 2020).

UUP memang didominasi oleh nuansa hukum Islam yang
bertransformasi menjadi hukum positif, keadaan sosial pada waktu itu
meniscayakan terbentuknya UUP dengan model demikian (Yani &
Barthos, 2020). Modal kekuatan sosio-kultural mayoritas umat Islam di
Indonesia yang ikut serta berinteraksi dalam proses pengambilan
keputusan politik merupakan alasan utama dari desain hukum
perkawinan di Indonesia dan hal tersebut merupakan bagian dari politik
hukum itu sendiri (Islam, 2018). Legislasi hukum Islam di Indoensia
dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan sistem politik
(Ramadhan, 2020). Namun hal demikian bukan berarti UUP tersebut
sudah konprehensif mengatur kebutuhan seluruh elemen masyarakat
Indonesia. Konsep Indoensia sebagai negara hukum perlu diketengahkan
kembali (Nalle, 2021).

Praktik Politik hukum dan agama di Indonesia didasarkan
terhadap nilai-nilai toleransi atas keberagaman yang ada di Indonesia.
Nilai-nilai agama dan budaya terut meberikan warna terhadap praktik
politik hukum dan agama. Dengan demikian, menurut Refly Setiawan
dkk, Kekhasan Indonesia terletak pada interaksi nilai-nilai agama dan
politik (Setiawan et al., 2020). Atas dasar tersebut, politik hukum sebagai
upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat aliran kepercayaan harus mendapat
perhatian khusus dari pemerintah sebagai otoritas politik dan pemangku
wewenang (Isharyanto, 2016).

Dalam tinjauan politik agama, rekognisi antara politik agama dan
politik hukum di Indonesia telah dimulai sejak era Belanda. Terbukti dari
bagaimana Belanda menjadikan agama sebagai alat politik untuk
menentukan hukum perkawinan di Indonesia, antara hukum adat dan
hukum Islam yang dihadapkan dengan kontestasi politik hukum antara
kaum santri dan kaum Abangan di Indonesia (Ma’arif, 2017). Hal ini
semakin memperjelas bahwa pasca diundangkannya UUP tahun 1974
entitas aliran kepercayaan sampai saat ini masih belum mempunyai
landasan hukum yang pasti. Atas kenyataan adanya kekosongan hukum
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ini, sudah selayaknya pemerintah memberikan kepastian aturan yang
jelas berkenaan status hukum perkawinan para pengikut aliran penghayat
kepercayaan. Hal ini sebagai upaya memenuhi rasa keadilan bagi seluruh
warga negara Indonesia serta menjaga lalulintas ketertiban administrasi
kependudukan dan jaminan atas kepastian hukum (Erwinsyahbana,
2012). Bunyi pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan beragama bagi
setiap warga Indonesia dengan redaksi “kepercayaannya itu” menurut
Samsul Maarif merupakan dasar sekaligus alat berlindung bagi kelompok
abangan “aliran penghayat kepercayaan” dari upaya kontrol agama
“Islam” terhadap entitas abangan (Ma’arif, 2017).

Namun yang menjadi polemik, Sebagaimana diuraikan pada
pembahasan sebelumnya, aliran kepercayaan bukanlah penganut atau
sekte dari agama tertentu yang ada di Indonesia, namun merupakan
penghayat terhadap nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Memunculkan
ketidak jelasan tentang bagaimana sebenarnya hukum perkawinan harus
dikonsepsikan bagi kelompok aliran kepercayaan. Disisi lain, antara satu
aliran kepercayaan dengan aliran kepercayaan lainnya memiliki
kecendrungan dan tepologi adat istiadat yang berbeda. Disinilah
sebenarnya ruang lingkup politik hukum dan politik agama
dipertaruhkan untuk menghadirkan produk hukum konstruktif, progresif
dan tidak diskriminatif atas satu kelompok minoritas tertentu di
Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara hukum akan
menjadi pertanyaan besar manakala tidak dapat memayungi kebutuhan
hukum setiap warga negaranya.

Dalam pandangan Islam sebagai agama mayoritis di Indonesia
mengatakan bahwa, kebijakan otoritas negara “pemerintah” terhadap
warga negaranya, harus didasarkan terhadap konsep kemaslahatan
(Muhammad Jad Ali & Hamadah, 2020). Pandangan yang sama juga
termaktub dalam definisi politik hukum dalam Islam. Menurut Ibnu “Aqil
al-Hambali politik hukum dalam Islam adalah aktitivitas atau sebuah
kebijakan yang karenanya manusia akrab dengan kemaslahatan dan jauh
dari pada kerusakan mesikipun tidak ada ketetapan dari Nabi dan tidak
berdasarkan wahyu” dalam penetapannya (al-Jauziyyah, 1428). Jika
ditinjau dari kebebasan beragama dalam pandangan Islam disebutkan
bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Utami, 2018). Dapat
difahami secara linear ada kesesuaian pandangan antara Islam sebagai
agama mayoritas dengan konsep kenegaraan Indonesia yang menjamin
kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Orientasi arah politik
hukum di Indonesia menjadi kendali utama untuk mewujudkan dan
menjembatani antara kenyataan ius constitutum yang sedang berlangsung
dan ius constituendum sebagai cita-cita hukum dimasa depan.

UUP 1974 junto UU nomor 16 tahun 2019 yang menjadi
constituendum hari ini merupakan cerminan dari politik hukum, politik
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agama (sosial budaya) dan kenyataan hukum perkawinan di Indonesia
(Katz & Katz, 1975). Perlu mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah sebagai bentuk supremasi hukum yang menjaga nilai-nilai
equality before the law, keadilan dan kehadiran negara sebagai
distributornya. Hal ini sebagaimana amanat konstitusi negara yang
menghendaki kesepakatan bersama bahwa Indonesia adalah negara
hukum dan negara yang menjamin penegakan hak asasi manusia
dibawah dasar pancasila, UUD 1945 yang menginginkan ke-bhinekaan
namun tetap tunggal ika.

SIMPULAN

Polemik hukum perkawinan di Indonesia mengandung disclaimer
saat di hadapkan terhadap hukum perkawinan bagi pegiat aliran
kepercayaan yang ada di Indonesia. Disatu sisi politik hukum perkawinan
mengidentikkan pelaksaan perkawinan terhadap aturan agama yang di
sahkan oleh hukum positif di Indonesia dan disisi lain politik agama
mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri dalam pelaksanaan
perkawinan bagi penganutnya. Temuan dalam tulisan ini menunjukkan
bahwa sampai saat ini di Indonesia belum ada satupun aturan hukum
positif yang mengatur perkawinan aliran penghayat kepercayaan.
Sedangkan jika ditinjau dari perspektif politik hukum dan Politik agama,
pemerintah sudah seharusnya mengatur dan memberi kepastian hukum
terhadap perkawinan aliran kepercayaan baik sesama penghayat aliran
kepercayaan ataupun perkawinan antara penghayat kepercayaan dan non
penghayat kepercayaan sebagai wujud supremasi hukum. Keharuskan
tersebut sebagai pemenuhan asas negara hukum. Eksistensi keberadaan
penghayat kepercayaan harus mendapat status yang setara tanpa
melihatnya sebagai golongan menoritas. Untuk itu rekomendasi yang
ditawarkan dalam penelitian ini adalah perlu adanya aturan hukum yang
dapat dijadikan pijakan bagi hukum perkawinan aliran kepercayaan di
Indonesia. Rekomendasi tersebut, sebagai bentuk penerapan dan
pengamalan pasal 29 undang-undang dasar 1945 yang menjamin
kebebesan beragama dan menjamin pengamalannya secara bersamaan.
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